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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan andlisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
penulis menarik kesimpulan bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam
penanggulangan aks terorisme di Indonesia dengan kebijakan kriminal, yaitu
dengan sarana pena (Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme) maupun dengan sarana non pena (deradikalisasi, dan upaya-upaya
lain). Kedua upaya tersebut ternyata kurang efektif untuk dilakukan dalam
menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia.

Upaya penanganan aksi terorisme dengan kebijakan kriminal (kebijakan
penanggulangan keahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/
kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun
dengan sarana non penal, balk dengan melakukan “pembinaan” maupun
“penyembuhan” terpidana/ pelanggar hukum. Adanya pengintegrasian/
penyatuan antara sarana penal dan non penal. Jika caraini dilakukan, masalah
terorisme akan dapat diatasi dan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia
dapat berjalan secara efektif. Tentunya juga harus didahului dengan adanya
perbaikan pada masing-masing caranya, baik penal maupun non penal.

Apabila upaya-upaya tersebut dilakukan, maka angka terorisme dapat
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menurun, sehingga masyarakat tidak lagi merasa ketakutan karena ancaman
terorisme dan dapat membuat kehidupan bangsa Indonesia semakin maju dan

memiliki nilai positif di matainternasional.

. Saran

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan aks terorisme di

Indonesia, maka cara-cara yang sebaiknya dilakukan adal ah:

1. Terhadap upaya pena dilakukan revis terhadap Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yaitu mengenai informasi
intelijen, masa penahan, pelatihan militer, hukuman isolas penuh,
pengawasan ketat dalam penjara terhadap nara pidana (maximum
security), serta penebaran kebencian dan permusuhan yang berbasis
SARA.

2. Terhadap upaya non penal dilakukan kerjasama menyeluruh antara
TNI, POLRI dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya
deradikalisasi tetapi juga defundamentalisasi (threatment yang
dilakukan berbeda-beda pada tiap pelaku), peningkatan kesejahteraan
baik dalam bidang ekonomi maupun pendidikan pada masyarakat,

penanaman rasa cinta kasih.
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